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PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

BEA PERCLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disusun sistem dan
prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

. bahwa berdasarkan pértimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem dan
prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287} ; ‘

. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Nega1a Republik Indonesia
Nomor 4355)

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan - -

-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2003
tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13
Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 30
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan,

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 186/PMK.07/2010, Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

14.Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34 Tahun 2009

Menetapkan :

tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaran Pemerintah Daerah;

. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yang
selanjutnya disebut BPHTB.

. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termaksud

hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud
dalm Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran

Pajak,pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daergh (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pejabat pembuat Akta Tanah/ PeJabat Lelang adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bendahara Penerima adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
mernerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan
Kekayaan Daerah.

Bendahara Penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendaptan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak.

Dokumen terkait perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat

perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surta waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum:

Surat setoran pajak daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk

‘melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
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15.

16.

(1)

(2)

Akta pémindahan Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari
satu pihak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data . obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausakan, dan
melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan atas Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

b. prosedur pembayaran BPHTB;

c. prosedur penelitian surat setoran pajak daeral: BPHTB (SSPD BPHTB);

d. prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan; A

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan;

g. prosedur pengurangan.

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur
penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

Prosedur pembayaran BPHTB sebagimana dimaksud pada ayaf_ (2) huruf
(b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menggunakesn SSPD BPHTB.

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagiman dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang
dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan
dokumen pendukungnya.

Prosedur pendaftaran akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
bangunan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur
pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan Penerbita
akta oleh PPAT. '

Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindehan hak.

Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB kurang bayar/SKPDB
kurang bayar tambahan, dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf {f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah
BPHTB, SKPD kurang bayar BPHTB/SKPD kurang bayar tambahan
BPHTB dan surat teguran yang dilakukan oleh SKPKD.

Prosedur penetapan surat keputusan pengurangan sebagimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan,/ penolakan
atas pengajuna pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
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(2)

(3)

(4)

Pasal 3

_ (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagimana dimaksud dalam

pasal 2, Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Kekayaan Daerah (DPPKKD) harus mempersiapkan fungsi yang
dibutuhkan meliputi :

a. fungsi pelayanan,;
b. fungsi data dan informasi, dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan

Fungsi pelayanan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan
pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB.

Fungsi dan data informasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB IIX
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

(2)

Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat lelang
sesuai peraturan perundangan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang melakukan penelitian atas

objek pajak yang hak nya dialihkan.

Pasal 5

Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat setoran Pajak Daerah BPHTB
yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6
Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.
-5.




(2) Pembayaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib

‘Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau bendahara
Penerimaaan pada SKPKD.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagimana

tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelayanan.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan;
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pemeriksaan lapangan.

™ (4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

(2) DPPKKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor bidang Pertanahan
dalam rangka pendaftaran pemindahan hak.

(3) Tata cara pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran pemindahan hak
atas tanah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

(1) Pelaporan BPHTRB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2).Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang
- realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD).




(1)

(2)

(1)

(1)

Pasal 10

Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan dan/atau PPAT.

Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB

dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara penerimaan paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan pembuatan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Tata cara pelaporan BPHTB adalah sebagimana tercantum dalam:

lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenham
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11
Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang

belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Prosedur penagihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalyi penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau surat
ketetapan Pajak Daerah kurang bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

STPD dan/ atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan surat teguran dan/ atau Surat Paksa jika diperlukan.

Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12
Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada

fungsi pelayanan untuk diteliti.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
- FASILITAS

Pasal 13

Kepala DPPKKD melakukan fasilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
-7-



(2) Fasilitas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) mencakup

mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervise dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran
penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan
Bupati tersendiri

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 5 yures 2012

RAJA BONARAN SITUMEANG




Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor :7 Tahun 2012
Tanggal : 5 Maret 2012

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan
hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku
penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan. 4

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran
dan kelengkapan'dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. | |

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak
menyiapkan dar menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak

J
atas tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja fengelola Keuangaii Daerah (SKPKD)
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah,
yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keugngan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD

berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan Ipihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah

camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenéng untuk:



j Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor :7 Tahun 2012
Tanggal : 5 Maret 2012

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen 1ega1'penerimaan
hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku
penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran
dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di

Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan 'pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam proéedur ini Wajib Pajak
menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak

atas tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah,
yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD
berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

i .
g |
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) _
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah

camat atau notaris. Dalam prosecur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk:
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- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan ; '

- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ; dan

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database perténahan di wilayah wewenangnya.
Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang
dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas teénah dan/atau bangunan) menyiapkan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen
pendukung ini menyatakan bahwa telah, terjadi penyerahan hak atas tanah
dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian,
dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya
menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau
bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan
pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan. '

Langkah 2 _
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan

dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak.
PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen
pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan
pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data
yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor
Bidang Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4 . .
PPAT menerima data objek pajék dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT

kemudian memeriksa kebenaran data dbjel{ pajak dengan membandingkan dokumen
pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan
objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.




Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Dokumen jni merupakafi rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. |

Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan
Kekayaan Daerah. ' :

Langkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT
menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan
nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah
mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setdran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat
yang oleh Wajib Pajak digu'ziiakan untuk melakukan pembayaran atau pényetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
sekaligus untuk melaperkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut :
» Lembar1;
Untuk Wajib Pajak.
>» Lembar 2 ;
Untuk PPAT sebagai arsip.
» Lembar 3 ; _
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

» Lembar 4 ;
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
» Lembar 5 ; '
Untuk Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerima sebagai arsip.
> Lefnbar 6;
Untuk Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerima sebagai laporan kepada Fungsi
Pembukuan /Pelaporan. '

Langkah 8
PPAT menj;érahkan Surat- Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib

Pajak.

-




Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 5 Meret 2012




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH |
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | {embar 1

Lambang Pemerintah Daerah ( S S PD - B P H T B ) : A Untuk Waijib Pajak

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUM! DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH:
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu,

Ao ANemaWgibPaak:| | | | | [ J T T T[T T T T T T T TTTTTT T T T T 111
2. NPWP HEpEEEREEEREEREEERREEN
3. Alamat Wajib Pajak s :
4. Kelurahan/Desa : ! 5 RTIRW: . . 6. Kecamatan ;
7. Kabupaten : 8. KodePos :.
B. 1. NemorobjekPgakNoryPe:| | | | [ ] [ [ [ ] LT T 1 CITJ CITT 11 )
2. Letak tanah dan/atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa : . 4. RTIRW:
5. Kecamatan : - 6 Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB :
' Luas NJOP PPP /m2
Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m?
' haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak / tahun .............. ) .
Tanah (bumi) . 7. m?19. |Rp. 11.{Rp.
- angka 7 x angka 9
~[Bangunan 8. m? 10, [Rp. 12.|Rp.
. fangka Bx angka 10__|
NJOPPBB: |13.|Rp.
angka 11 +angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ; [:I:l 14 Harga transaksi / Nilai Pasar : Rp. ]
16. Nomor Sertifikat :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA - Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 11 » Rp.
2. Nilai Perolehan Objek'Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2| » Rp.
3. Nifai Perolehan Qbjek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1-angka2 | 3} » Rp.
. 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4] » Rp.
E. Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Penghitungan Wajib Pajak
[] b STPDBPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : : Tanggal :
D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : l—_—D % berdasarkan Peraturan BupatiNo:  ~
L] a0 e
JUMLAH YANG DISETOR {dengan angka) : ‘ {dengan huruf) :
[ Rp. " ]
(berdasarkan perhilungan D4 dan pilihan di E)
- L R MENGETAHUL DITERIMA OLEH : . Telah diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal @ ..o,
Nama lengkap dan landa langan Nama lengkap, stempel, dan tanda langan Nama lengkap, slempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda fangan
NomorDokumen: [ ] (1] [T 1T 1 1 [T 1T 11 11

Diisi oleh petugas > '
DPPKKD

noppegBan: [ 1 | [ ] [T 1] L[] [T CTT 11 ]




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | |embar 2

(SSPD - BPHTB )

Lambang Pameriniah Daereh BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK sebagai arsip
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAR KABUPATEN TAPANULI TENGAH :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A ANamaWaioPaak:| | | | [ [ [ T T T [ [ T T T T T TTTTTTTTTT1T1]
2. NPWP : (T T I I 111 117
3. Alamat Waiib Pajak :
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/IRW ' 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : ‘ 8. KodePos :
B. 1. NomorObjek Pajak (NoPypee: [ 1 . (1) [T 1] [T 13 [ 1J [T 131 [
2. Letak tanah dan/atau bangunan : .
3. Kelurahan/Desa : 4. RURW
§. Kecamatan ; 6, Kabupaten/Kota :
Panghitungan NJOP PBB :
. 5 Luas NJOP PPP /m2 )
) Uraian (Dilsi Ias tanah dan/bangunan yang {Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m
hnkr".lmpmlah\ _teradinua nernlahan hak /ishiin ) e
_ |Tanah (bumi) 7. m? (9. |Rp. 11.]Rp. !
angka 7 x angka 9
Bangunan 8 |- m? |10:|Rp. 12.|Rp.
_ angka 8 x angka 10
NJOPPBB:  [13.[Ro.
[angka 11 +angka 12
15, Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : D::\ 14 Harga transaksi / Nilzi Pasar ; W ‘ \

16. Nomor Sertifikat :

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) : Rp.
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B. 14 1[» Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2| » Rp.
| 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) ; angka 1-angka2 | 3| » Rp.
P 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4] » Rp.
| E. Jumleh Setoran berdesarkan :
D a. Penghitungan Waijib Pajak
[] ©b. STPDBPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : : Tanggal :
I:] ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : [:I:] % berdasarkan Peraturan BupatiNo:
0 d e
JUMLAH YANG DISETOR {dengan angka) : (dengan huruf) :
l Rp' l“l
(berdasarkan perhilungan D4 dan pithan di £)
,,,,,,,,,,,,,,,, L MENGETAHU} : DITERIMA OLEH : ~Telah diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
: Tanggal oo
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap. slefnpeL dan tanda langan Nama lengkap. slempel, dan tanda landan Nama lengkag stempel. dan tanda langan
NomorDokwmen: [ [ | [T § [T T [ J LT [ T ] [T
di isi oleh petugas > )
DPPKKD
voppesea: [ [ ] [ J LT T T I T CL T T 1 [
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CONTOH PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB (dibalik SSPD BPHTB}

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

Formulir ini ferdiri dari 6 (enam] lembar, lembar pertama ditertma Wanh Pajak (WP sebagal bukn pembayaran;
Lembar kedua diterima PPAT, Lembar Ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/l'(ota; Lembar
keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar Kelima diterima Bank yang ditunjuk; dan
Lembar keenam diterima Bendahara Penerima.

Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak capital atau diketik.

Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Formulir ini dapat juga digunakan untuk pombayaran atas suatu pembotulan atau pengungkapan kctidakbenaran

penghitungan WP.

CARA PENGISIAN ;

Dinas Pendapatan Daerah, diisi dewngan Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau
bhangunan

HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan
yang bersangkutan..,

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

Angka 7 s.d angka 13 - Meérupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang
haknya diperoleh pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat
terjadinya perolehan -
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10
diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PRRB yang diterbitkan oieh Kepala Kantor
Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan
bangunan atas permohonan WP

Angks 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai
pasar objek tersebut. . .

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :

Jenis Perolehan " Kode Jenis Perolehan Ilak ‘ Kode Jeiiis Perolehan llak Kode
Hak .
- Pemindahan Hak - Pemasukan dalam perseroan/badan | 06 - Pemekaran usaha 12
- Jual Beli 01 hukum lainnya - Hadiah S 13
- Tukar Menukar 02 - Pemisahan hak yang mengakibatkan | 07 - Perolehan hak Rumah Sederhana 14
- Hibah 03 peralihan Sehat dan RES melalui KPR
- Hibah Wasiat 04 - Penunjukan pemberi dalam lelang 08 Bersubsidi *) .
- Waris 0s - Pelaksanaan putusan hakim yang 09 - Pemberian hak baru 15
mempunyai kekuatan hukum tetap - Pemberian hak baru sebagai 16
- Penggabungan usaha ' 10 kelanjutan pelepasan hak
- Pelebaran usaha 11 - Pemberian hak baru diluar 17
pelepasan hak

*) Dalam hal Peroleha!n Ha?lc' Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan
pemukiman dengan dukungan faasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah susun Sederhana yang
dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada
peratyran Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1092 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah
Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan,

HURUF C Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung
& P yang p P Ly g

angka ini, dapat digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail perhitungan. .

HURUF d Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Nalam hal S8PT BPHTR digunakan untuk setoran berdasarkan STPD BPHTR/SKPDR Kurang Bayar Tambahan

sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan D.d maka huruf C tidak perlu diisi. A

Anglka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan harga
transaksi/nilai pasar objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB gunakan NJOP
PBB sebagai dasar perhitungan. .

Angka 2  Diisi sesuai dengan besarnya NPOFPTKP untuk kabupaten kota yang bersangkutan, yang ditetapkan
Kepala Daerah (Informasi mer;genai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas Pendapatan
Daerah Setempat). , ’ .

Angka 3  Cukup Jelas.




.

Angka 4  Diisi dengan hasii perkalian antara NPOPKP (Angka 3) dengan taril pajak sebesar 5% (sesuai Fasal §

Perda No. 30 Tahun 2011).

HURUFD  Diisi dengan memberi tanda “X” pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak
Hurufa  Jika setoran akan difakukan se‘bagaimana huruf C.
Hurufb  Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di Huruf C, tetapi menggunakan Surat
Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD BPHTB), Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar

) {SKPDB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPD
B Kurang Rayar Tamhahan).

Hurufc  Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya
ada di huruf c, Diis;’ dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hurufd Jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d seperti setoran
berdasarkan SKPDB  pembemian jSKPDR  KeberatanjPurusan Banding /Purusan iain yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF c.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada HURUF D.
o Jika D-a dipilih, maka jumiah setoran menggunaian C-4,
« Jika D-b dipilily, maka jumlah setoran sejurmnlah nilai yang dinyatakan di D-b.
¢ Jika D-c¢ dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di D-c.
e Jika D-d dipilih, maka jumlah setoran sejumnlah nilai yang dinyatakan di D-d.

Jumiah setoran tersebut diisi dengan angka {dalam kotak] dan huruf [pada bagian yang diarsir}.

w Catatan Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan
memberikan keterangan “NIHIL” pada bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nihil culkup diketahui oleh
PPAT/Notaris dengan menandatangani koiom yang rteiah disediakan [WP ridak periu ke Rank yang

ditunjuk/Bendahara Penerimaan).

Spesifikasi teknis : Percetakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB rangkap 6 (enam)

[P

3
¥ &

cm).



D. BAGAN ALIR

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

. Wajib Pajak . i
Uraian J ) Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kantor Bidang
Selaku Penerima Hak } Pertanahan
1. Wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan ™ Dokumen terkait
menyerahkan dokumen terkail perolehan hak atas perole::ﬁt:::atas R Pero;:t:‘aar:‘:ak Atas
tanah dan/atau bangunan. tanah dan atau o an
Bangunan
bangunan ke PPAT
2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari \——{\
Wajib Pajak. PPAT kemudian memeriksa data
mengenai objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Memeriksa data
Pertanahan. terkait objek pajak
ke Kepala Kantor ]
8idang Pertanahan Y

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan
data yang dibutuhkan oleh PPAT terkait
pemeriksaan objek pajak.

4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

5. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

6. Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT
menerima  formulir SSPD-BPHTB  dari Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah .

7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan
SSPD-BPHTB.

8. WP bersarna-sama dengan PPAT kemudian
menandatangani SSPD-BPHTS.

Tembar 1]

embar 2]
ermbar —
embar &)
jembar
embar 7

Penyediaan
Formulir SSPD-
BPHTB

Form SSPD-
BPHTB (6

Menyusun Draft
Akta Pernindahan

Menyediakan data
yang dibutuhkan
PPAT terkait
pemeriksaan objek
pajak

Hak atas Tanah dan/
atau Bangunan

|

T3 ]
Pemindahan Hak
atas Tanah dan/
atau Bangunan
T

~——

Menghitung
terutang, menyiapkan

fembar)

' SSPD-BPHTS, &
menandatangani

S~ ~

3 SSPD-BPHTB

A

e - )

WP dan PPAT
tanda tangan

SSPD-BPHYB




Lampiran II Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal : 5 Maret 2012

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH
PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

A.

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan

Dalam prosedw ]Ill Wa_]lb Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk

atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar: BPHTB terutang atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai

dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu

melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan berwenang
untuk:
- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTE;
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;
-  menandatangani SSPD BPHTB yang tclah lengkap pengisiannya; dan
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.



Lampiran II Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal : 5 Maret 2012

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH
PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN -

A. A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara f;eneri1naan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk

atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHARK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki 'kewajiban membayar BPHTB terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
i
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai
dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu

melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan ,
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaﬁ berwenang
untuk:
- menerima pembayaran BPHTR terutang dari Wajib Pajak;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap,/ kurang;
- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan ‘
- mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Paijak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerali atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat
Setoran BPHTRB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

* Lembar 1 :
Untuk Wajib Pajak.
* TLembar 2 :
Untuk PPAT sebagai Arsip.
* Lembar 3 :
Untuk Kantor Bidang Pertanahan éébagai lampiran permohonan pendaftaran
P * Lembar 4 :

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai iampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB
* Lembar 5: ' | |
Untuk Bank Yang Ditunjuk /Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
* Lembar 6 :- '
Untuk Bank Yang Ditunjuk Bendahara Penerimaan sebagai 1époran kepada
Fungsi Pembukuan /Pelaporan. '

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangan
SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2 _
Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/Bendahara

- Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan

BPHTB terutang melsiui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.
/ ' _

Langkah 3 .

Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang DituAnjuk/Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima
dari Wajib Pajak.




Langkah 4
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5

dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 5
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari.Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu
permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKD.

S Ditetapkan di Pandan
i pada tanggal 5 Mesret 2012

BUPAT ANULI T

RAJA BONARAN SITUMEANG



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar B

(SSPD - BPHTB )

Lambang Pematiniah Daereh BERFUNGST SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Bendahara Penarimaan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH *
PERHATIAN : Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakana lembar ini terlebih dahulu.

A A NemaWaibPaisk: [ T T T T T T T " T T T T T T T T T T T 1T 1T I 1T I T I 11
2. NPWP N T I I O O A
3. Alamat Waiib Pajak :
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : : 6. Kecamatan :
7. Kabupaten : 8. KodePos ;
B. f.NomorObjekPajakNoPyPBB:| | | [T 1 [T T | LT T 1 CT 1 LT 11 ]
2. Letak tanah dan/atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa: - 4 RT/RW:
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PPP /m2
Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang {Diisi bardasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m?
haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak / tahun .............. ) )
Tanah (bumi) 7. m? 9. {Rp. ' - 11.]Rp.
N [angka 7 x angka 3
Bangunan 8. m? 110.[Rp. 12.|Rp. ‘
,angka 8 x angks 10
NJOPPBB:  [13.[Ro.
(angka 11 vangka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/ataffbangt)man: I—_—_r_—l 14 Harga transaksi / Nilai Pasar : |Rp. |

16. Nomor Sertifikat :

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA I Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) '
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1| » Rp.
2. Nilai Perolehan Objsk Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2{» Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1-angka2 | 3{» Rp.
4, Bea Parolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 » Rp.
E. Jumlah Setoran berdasarkan :
[ ] a Penghitungan Waijib Pajak
D b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : : Tangaal :
L__] ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi ; E:I:I % berdasarkan Peraluran BupaltiNo: ..
[ d e '
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : {dengan huruf) ;
[ Ro -]
(berdasarkan perhitungan D4 dan pitihan di E)
*) Coret yang tidak perlu ) :
,,,,,,,,,,,,,,,, Gl e e MENGETAHUI : DITERIMA OLEH: Telah diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS - TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal : ..ooovvvevvciiriiiiene KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lenukag slempel, dan landa langan Mama lengkap, slempel, dan landa tangan Nama laengkap, stempel_dan tanda tangan ‘

o NomorDokumen: [ 1] [T [T 1J [T 1 T3 CI T

PPKKN



BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar ©
S S P D embar
( - BPHTB ) Untuk Bank Yang
' Ditunjuk/Bendahara
Lambang Pemerintah Daerah BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Penerima sbg Laporan
DPPKKD
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERHATIAN : Bacalah petuniuk pendisian bada halaman belakanq lembar ini terlsbih dahulu.
Ao ANamawajoPeiak:{ | | [ T [ T T T T T T T T 1T T T 1T T T T 1T I TIITIITTII]
2. NPWP : L LTy T O 1
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW: 8. Kecamatan :
7. Kabupaten ; 8. KodePos :
B. 1. NomorObjekPaakNoP)PBB: [ | [ [ | L[ TV (T[] CI T[] T 11 ]
2. Lelak tanah dan/atau bangunan :
3. Kelurahan/Desa : 4. RTIRW
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :
+ Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PPP /m2
B Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang . {Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m?
haknya diperoleh) terjadinya perolshan hak /tahun ..............)
Tanah (bumi) 7. me19. [Rp. 11.[Rp.
angka 7 x angka 9
Bangunan . . 8. m? |10.]Rp. 12.|Rp.
angka 8 x angka 10
NJOPPBB:  113.|Ro. |
[angka 11 +angka 12|
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : ED 14 Harga transaksi / Nilai Pasar : Re. |
16. Nomor Sertifikat :
C. AKUMULAST NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA [ Rp
D. _PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
‘ 1. Nilai Perolshan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B, 14 1 » Rp.
L 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2| » Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1-angka2 | 3{ ¥ Rp.
4, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 41 % Rop.
=~ Jumlah Setoran berdasarkan : r '
E] a. Penghitungan Wajib Pajak /
[:] b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanqaal :
[:] ¢. Pengurangan dihitung sendiri.menjadi: L—_I_:’ % berdasarkan Peraturan BupatiNo:
[0 4 s
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) ;
[Rp. - :
(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)
{ *) Goret yang tidak perlu .
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 U MENGETAHUI : DITERIMA OLEH: Telah diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal P KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Nama lengkae dan tanda langan Nama lengkap slemgel dan landa tangan Nama Ienqkag slemgel dan 1anda langan Nama Ienql@p. stempel. dan landa langan
IS -~ L T T 1 I 1 1 T T T T ) 11 T T T 1 T b ] T 1 )




D.

BAGAN ALIR

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Uraian

Wajib Pajak
Selaku Penerima Hak

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kepala Kantor Bidang

Pertanahan

1. Wajib pajak {penerima hak) mengurus peroleban
hak atas tznah dan atau bangunan ke PPAT dengan
ményerahkan dokumen terkait perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari
Wajib Pajak. PPAT kemudian memeriksa data
mengenai objek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan

data yang dibutuhkan oleh PPAT terkait
pemeriksaan objek pajak.

4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

5. PPAT kemudian menyimpan Oraft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

6. Becrdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT
menerima formulir SSPD-BPHTB dari Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah .

7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan
SSPD-BPHTB.

8. WP bersama-sama dengan PPAT kemudian
menandatangani SSPD-BPHTB. .

Mengurus
perolehan hak atas

Dokumen terkait
Perolehan Hak Atas
Tanah dan

tanah dan atau
bangunan ke PPAT

Penyediaan
Formutir SSPD-
BPHTB

k
Form SSPO-
BPHTB (6
{embar)

—

WP dan PPAT
tanda tangan

Bangunan

e

Memeriksa data
terkait objek pajak

ke Kepala Kantor
Bidang Pertagahan

Menyusun Draft
Akta ind

¥

Menyediakan data
yang dibutuhkan
PPAT terkait
pemeriksaan objek

pajak

Hak atas Tanah dan/ |

atau Bangunan

Draft Akta ‘\ J
Pemindahan Hak 3, Arsi /
\ p /
atas Tanah dan/ |-———p3, /
| atau Bangynan N/
/
— N

enghitung

terutang, menytapkan
SSPD-BPHYS, &
menandatargan!

SSPD-8PHTB

Lampiran [ - Pengurusan Akta




Lampiran III Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal ¢ S Maret 2012

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur peneli,t;ian lSurat Setorari Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
verifikasi kelengkapan /dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi
Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan
akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi

Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerahi  BPHTB. Fungsi Pelayanan
berwenang dan bertugas untuk:
- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak
yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

- . menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi

Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:




Lampiran III Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal : 5 Maret 2012

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD-BPHTRB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
ver1ﬁkas1 kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi
Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan

akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB,

i

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan' pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi

Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan
berwenang dan bertugas untuk:
- meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;
- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait obj‘ek pajak

yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

- menandatangani Surat Setoran Pgjak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi

Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:




- 'mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya ;
dan |

- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1
Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan
untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas :

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD BPHTB
disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD) ;

~ Fotokopi. identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat lzin
- Mengemudi/Paspor) ;

-~ Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan) ;

- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi
waris ; '

- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan) ;

- Fotokopi Kartu NPWP ;

- Dokumen pendukung fain yang diperfukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak
kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB
(lembar 4}, dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir
Permohoﬁan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan

mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data

& Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi
Pelayanan, Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari
sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian
mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data

kepada Fungsi Pelayanan.



Langkah 4

-Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak
dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa
kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD
BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam
kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek

kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur

tersendiri. a /

Langkah 5§

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan
dokumen pendukung 'terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD
BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4)
sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2,
dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6
Wajib Pajak menerima SSPD I3PHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal ¢ ksret 2012

RAJA BONARAN SITUMEANG




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD - BPHTB )

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 4

Untuk DP2K2D dalam

BERFUNGS SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

bang Pemerintah Daerah

proses penelitian

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH :
PERHATIAN : Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebin dahulu.

o tNamaWajbPajak:| | [ [ T [ T T T T T [ T T T 1T T I T I T I I T T IITITIT]
2. NPWP: L L T T 1 CI14
3. Alamat Wajib Pajak : '
4. Kelurahan/Desa : 5 RT/RW: 6. Kacamatan :
7. Kabupaten : 8. KodePos :
B, 1. Nomor Obiek Paiak (NOP) P8 (1] [T [T 1 [ [T 1 131 O

2. Letak tanah dan/atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :

5. Kecamatan : - 6. Kabupaten/Kola :

16. Nomor Sertifikat :

Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PPP /m2
Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m?
haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak / tahun ..............
Tanah (bumi) 7. L m? 9. |Rp. 11.|Rp.
4 . ’ langka 7xangka §
- |Bangunan 8. " m? |10.|Rp. 12.1Rp. |
!angka 8 xangka 10
NJOP PBB: 13.|Ro. ‘
g~ ange 12
18. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : [:[:] 14 Harga transaksi / Nilai Pasar : Rp. |

C. AKUMULASI NILA| PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1. Nilai Perolshan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 i » Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2t » Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1-angka2 | 31» Rp.
[ ——i..Bea Paralchan Hak afas Tanah dan Banqunan yapgemitans wpxanokgy L ALl R0
E. Jumiah Setoran berdasarkan :
[C] a Penghitungan Waiib Pajak
[ ] b STPDBPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal :
’ D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : E]:] % berdasarkan Peraturan BupatiNo: . .
L d i
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) :
L Re. E
{berdasarkan perhitungan D4 dan pifihan di E)
*) Coret yang tidak perlu
________________ g e MENGETAHUI'; DITERIMA OLEH : Telah divedfikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
' Tanggal : ve.evevvrvereeerenreen, KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Nama lengkap dan landa tangan

Nama lengkag. slempef dan tanda langan Nama lengkap. slempal, dan landa langan

Nama lengkae. slempe!, dan landa langan

NomorDokumen: [ L] [T [T I T 11 LI 1

Di isi oleh petugas
DPPKKD

| 2

NoPPBBBaw: [ L 1 LT J [ 1 T 1 [T T 1 L

[ T}

I (.




CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : 1(saly) set
Hat :  Penyampalan SSPD BPHTB uniwk ditefiti

Dinas. Pendapatan Pengslola Keuangan Dan Kekayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Wajib Pajak S OO PPO N

NEWP %[_]llllJFllJllllllLL_J._l

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
sebagai benkut .

NOP 3H||1JH‘11FUHIJLTHJE]

Alamat

Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

Terlampir dokumen sebagai berikut :
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD-BPHTB disertai Bukti

Penerimaan Daerah (BPD)")
(2) Fotokopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukli pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB
jainnya Tahun ......ccoceeeeeen )

(3) Fotokopi Identitas Wajib Pajak berupa ............cooevinnnins
(4) Surat Kuasa dari Waijib Pajak **)

(5) Fotokopi Identitas Kuasa Wajib Pajak **)

(6) Fotokopi Kartu NPWP

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan : ,— ,
" coret yang tidak periu / , 20
**) dalam hal dikuasakan -+ Wajib Pajak/Kuasa Waijib Pajak *}

PENELITIAN

Setelah mefakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dar Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan
bahwa : ’

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB tefah sesuai

- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai

- Dokumen pendukung perolehan hak atas tansh/dan bangunan telah lengkap

. 20

Fungsi Pelayanan




CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 1

FORM PENGAJUAN DATA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
permintaan data terkait perclehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak O O

NPWP 0 U N N N N N N N O 0

Serta data objek pajak atas

nomorobjek Paiek(voP) = [T [T°] T T J LI T 3 LT 1T LL T 1 § L.}

Atas perhatian dan kerjasama kami mengucapkan terima kasif.

, 20

Fungs) Palayanan




* CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hai 2

DATA OBJEK PAJAK

Dengan hormat,

Dibawah inf merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu «

1. Nama Whajib Pajak

2. NPWP

4. Nomor Objek Pajak (NOP) S T A T A I O O e A O i I l
6. Letak tanah/bangunan @ e
6. Kelurahan/Desa _ 7. RTIRW
8. Kecamatan 9, Kabupaten/Kota
Penghitungan NJOP PBB
Luas 2
NJOP PBB/m
Uraian (Diigi luas tanah dan atau bangunan (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB / m?
yang haknya terjacinya
_ dipsroleh) perolehan hak /tahun ........ )
Tangh (bumi) mi 9 11{Rp.
Bangunan me| 10 12|Rp
NJOP PBB 13|Rp

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima kasih

Fungsi Pengelolaan Data

.20

& Informasi




Wajib Pajak

Uraian ; : Fungsi Pengolahan Data 8
Selaku Penerima Hak l"“ungs1 Pelayanan Informasi
' Menyiapkan Surat
1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen- Lampiran Permohonan
dokumen terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib dokumen terkait pendukung Penelitian
Pajak penelitian SSPD- SSPD-BPHTB
kemudian mengajukan Formulir Permohonan BPHTB S
Penelitian SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan I
SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen T Lembar 4)
pendukung lainnya ke Pungsi Pelayanan. l . ‘
X SSPD-BPHTB Pengajuan data
Surat penguli{a\?ng Terkait objek pajak
. Lembar |
2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian mbar 1 P;gr\x:ﬁ ggin v
SSPD-BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan Lembar 2) SSPD- F Form Database
mengajukan data terkait objek pajak kepada . Pengn‘“ Pengajuan Objek
Fungsi Pengolahan Data & Informasi dengan Sajuan Data Pajak
. ata :
menggunakan Form Pengajuan Data.
Lembar 4) \__/_
SSPD-BPHTB 4’ y
3. Fungsi Pengolahan Datfx & ] Informasi — Form Penyiapan Data
menyediakan data terkait objek pajak dengan Penelitian |4 Pengajuan < Terkait Objek
membuka database objek pajak. SSPD-BPHTB Data (Terisi) Pajak
M
' y
4. FPungsi Pengolahan Data & Informasi mengisi I Form
data objek pajak pada Form Pengajuan Data. P ":jp'm" Pengajuan
Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian Lembar 1) . endukung Data (Tecisi)
menyerahkap Form Pengajuan Data kepada ’ Form :
Fungsi Pelayanan. . _ Lembar 2) P rigajuan .
(Terisi
Lembar 3) A (Ferisi) Surat
Lembar 4) Permohonan
5. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan SSPD-BPHTB SSPD- Penelitian
lampiran-lampiran pendukung berdasarkan data BPHTB SSPD-BPHTB
(DPPKKD

objek pajak yang diterima dari Fungsi Pengolahan
Data & Informasi.

6. Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD-
BPHTB dan menyerahkannya kepada Wajib
Pajak.




Lampiran IV Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor :7 Tahun 2012
Tanggal ¢ S Maret 2012

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE
KEPALA KANTOR BIDANG PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak
kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. .

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. ’

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan

dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas
tanah ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas
untuk:
- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- menyiapkan .dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
i —
/".

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah

wewénangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang

dan bertugas untuk: | '

-  memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanabh;
dan; '

- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur,"-‘peqelitian -dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib
Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak
penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti
Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan
lembar 3, serta Bukti Pen%;:imaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib P.ajak. PPAT
kemudian menyiapkan draﬂ.:. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
PPAT mengarsip S.SPD BPHTB lembar 2.

Langkah 3
PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan

menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP
PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran
perolelihan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian
menelaah kelengkapan dokﬁmen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala
Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak
atas tanah. |

Langkah 5
Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(SSPD BPHTB) lembar 3, Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP
PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta

Pemindahan Hak atas3 Ta’nah dan/atau Bangunan.




Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah
ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 5 Maeret 201¢

RAJA BONARAN SITUMEANG




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | Lempar 3

( SS P D - B P HTB ) Untuk Kadis Pertanahan

Lambang Pemeriieh Dastan " BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK dalam proses paneliian
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH :
T PERHATIAN : Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakang lsmbar ini terlebih dahulu.

A tNamawapPask:{ | | [ [ [ T T T T T T T T T T TTT T I T T T IIL]
2. NPWP: ce T T I 113 11
3. Alamat Wajib Pajak : .
4. Kelurahan/Desa ; 5 RIRW: 8. Kecamatan :
7. Kabupaten ; ' 8. KodePos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 1N U Y R s Y

2. Letak tanah dan/atau bangunan

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW:
5. Kecamatan : . . 6. Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PPP /m2
Uraian {Diisi luas tanah dan/bangunan yang|  (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m?
haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak / tahun .............. )
Tanah (bumi) 7. m’ (9. |Rp. . 11.|Rp.
[angka 7 xangkas |
- |Bangunan 8. m? |10, |Rp. 12.|Rp.
angka 8 X angka 10
NJOPPBB:  }13.]Ro.
[Endka T~ angka 17 ]

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : I:Ij 14 HaArga transaksi / Nilai Pasar : (Rp. J
16. Nomor Sertifikat : »

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA L Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) ' '

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1| » Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2{ > Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1-angka2 | 3! » Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang : 5% x angka 3 4] » Rp.
E. Jumlah Setoran berdasarkan :
[___] a. Penghitungan Wajib Pajak
[] b. STPDBPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
, KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal :
- D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : [:I:] % berdasarkan Peraturan Bupati No :
i
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) :
L Re. o
{berdasarkan perhilungan D4 dan pilihan dj F)
*\Coret vana tidak periu . .
,,,,,,,,,,,,,,,, I MENGETAHUI: DITERIMA OLEH : Telah diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
' Tanggal @ oo KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Nama lengkap dan 1anda tangan Nanﬁengkag slempel, dan tanda tangan Nama lengkap, slempel, dan landa tangan Nama lengkavg slempel. dan fanda fangan

bNomorDokumen:lI)Lll[]lll[llll!:[:[:]
noppeeBar: (1 | 1 1 LT LT I 17 CCT 1T [

Di isi oleh petugas
DPPKKD

—




A

° BAGAN ALIR
Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Kepala KantOf Pertanahan ' Kepala Kantor Bidang
Uraian Wajib Pajak Selaku Penerima Hak Pejabat Pembuat Akta Tanah Pertanahan

Dasi aksi | :

1. Berdasarkan prosedur pembayaran dan P?r;l;?nmm : Dari prosedur

prosedur penelitian , Wajib Pajak menerima SSPD PPh di KPP sebelumnya

BPHTB lembar 1, 2, dan 3. Wajib Pajak lala

memberikan SSPD BPHTB lembar 2 dan 3 kepada v Lembar 2) \/

PPAT. '
. Lembar 1) Lembar 3)

’ BPHTB
2. Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di L SSPD Akta Pemindahan
Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga . . Hak atas Tanah dan/
menyerahkan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat 5 SBSt;’k; P :‘Z”m:fzz) Lembar 3) Bukti Penerimaan Atau Bangunan
(2) kepada PPAT. i SSPD-BPHTB SSP Pasal 4 ayat (2)
(Lembar 3)

. 3. PPAT menyiapkaa Akta Pemindahan Hak Atas > SSPD-BPHTB
Tarah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian Y\ Bukti Penerimaan
menyiapkan pengajuan pendaftaran bhak atas y .
tanah atau peralihan hak atas tanah. PPAT Menyiapkan Ml\fl?rll ':_{gﬁ"m& : SSP Pasal 4 ayat (2)
mengarsip SSPD BPHTB lembar 2. Pt:ngurusaar;‘ta Pendaftaran Hak Akta Pemindzhan Hak

Pendafiaran atas Tanah atau atas Tanah dem/atau
i tas arn
4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak - l . Wam-lra:nzﬂk ® Bangun
Atas Tanab dan/atau Bangunan, SSPD BPHTB v * : '
lember 3, dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat 1
{2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. (Lembar 1) Lembar 2) I . \ 2 v
SSPD-BPHTB Lombar ) ' Lembar 2) (Lembar 3)
Bukti Pererimaan ' SSPD-BPHTB Menelaah ajuan dan
| 5. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB cnelaall pengajuan
pengajuan dan mémperbaharui daftar perclehan . SSP Pasal 4 ayat (2) P ) Bukti ngt:rimaan . Mempesbsharui daf_’l:r
fperalihan hak atas tanah. Kepala Kentor Bidang f ' ' . i | SSPPasald ayat{2) - Perolehan atal_xr peralihan
Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB lembar 8. Bukti Peneri Hak atss Tanah
=~ . : SSP Pasal 4 ayat (2) Arsip Akta Pemindahan Hak — i
K atas Tangh dan/atan : l
6. -'Xepala Kantor Bidang Pertanahan Arsip Bangunan - l 2l [
menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Bukti Penerimann
dan/atan Bangunan dan Bukti Penerimaan SSP B i . ' SSP Pasal 4 ayat (2)
Pasal 4 ayat (2} kepada PPAT. SSP P?;le:{:;zn(z) Penelitian
7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak M§¢mﬁm Hak ' Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan /atau Bangunan. PPAT kentudian atas Tansh dan/atau atas Tanah dan/atau
menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tansh Bangurian Banguman
dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak. \‘/r—- \/—
Akta Pemindahan Hak . Menandatangani
atas Tanah dan/atau ' Akta Pemindahan
: Bangiman Bak atas Tanah dan/
atay Bangunan .




Lampiran V Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal : 5 Maret 2012

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang

ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan vpembayaran

BPHTB dari Wajib Pe';jak./.-, Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan

Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah
diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran

BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening

penerimaan kas daerah.

B. PTHAK TERKAIT

. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui

mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk

berwenang dan bertugas untuk: |

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penérimaan
atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan

- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan  uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran tunai;

- menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak - melalui ekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah;

- menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah; ‘

-  menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak

yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan,;




1

mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran ;
menyiapkan Register STS ; dan
mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/Wajib Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan
bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen  yang diterima dari Bank yang
ditunjuk/Bendahara Penerimaan daﬁ Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam
Prosedur ini P‘ungéi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk :
- menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan ;
- 'menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan ;
-  menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan ;
- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan ;
- menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari PPAT ; dan
- menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk
| o
].—
Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB
lembar § dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas sctiap penerimaan pembayaran BPHTB dari

Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 2 : _
Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan

Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap  penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB

lembar 5.




}.
/

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan

atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas

“daerah.

Langkah 4
Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara
Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan &

Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam
Register STS.

Langkah 5
Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yvang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6 4
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampin
dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB
lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak

secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2 '
Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat

penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan
juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara
Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

1

Langkah 3 J
Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang

dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta
Register S1'S kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.




C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oieh PPAT

Berdasarkan proscdur scbelumnya, PPAT menyiapkan dan mcnandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB
lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan.
).

C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB

Berdasarkan proscdur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pecmbukuan & DPclaporan
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku
Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun

Laporan Realisasi BPHTB.

Ditetapkan di Pandan
pada tdnggal 5 Meret 2012

BUP ANULI TENGA]
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel

Nama PPAT

Alamat

NPWP

Daerah Kerja

Kabupaten/Kota

Bulan

Tahun

Didalam Tabel

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5§

Kalom 6

Kolom 7

: Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh : Octavianus, SH,

atau Birgitta, SH

: Alamat PPAT vang bersangkutan.

: NPWP PPAT yang bersang@tan.

: ADaerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh : Kabupaten Pulau Tidung.
. Kantor .Wilayahv pemerintah daerah. Contoh : Kabupaten Pulau Tidung.

: Bulan Bersangkutan

: Tahun bersangkutan

: Nomor urut pengisian tabel.
: Nomor berdasarkan nomor akta .yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

: Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh : tanggal
pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 - 10 -2011.

: Bentuk perbuatan hukum. Contoh : jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

: Nama, Alamat dan NPWP pihak yvang mengalihkan/memberikan. Contoh : John
/’“ .

beralamat di Ji. Industri Raya No. § dengan NPWP 45.171.680.9-045.000 {baris
selanjutnya).

: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).

: Jenjs dan nomor hak.
/

;
a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan

kelurahan/cdesa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M
- "Hak Guna Usaha =U
- Hak Pakai =P

Contoh : Hak Miljk No. 373 / Industri Raya terletak di Kelurahan Kemayoran

Utara




Kolom 8

Kolom 9 dan 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

Ditulis :
- M.373 / Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan sebagian)
b. Apabila tanah bekas hak milik adapt, diisi nomor kohi dari pewuk pajak yang
bersangkutran berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang

bersangkutan.

Contoh : Verospondihg Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun
' 1960 - 1964

Ditulis : V.I No. 47/46S5 tahun 1960 - 1964

Contoh : Petuk Pajak C. No, 395 Blok II.D persil 30

Ditulis  : C. No. 395 Blok IL.D p&.30

: Letak tanah dan ataun bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa

yang bersangkutan.

: Diisi luas tanah dan atau bangiinan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan lantai dasar seluas 50

m2dan lantai satu seluas 25 m2,

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

: Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

" Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian
Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap

dilaporkan.

: Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040-0124.0/11-01

Ditulis’ : 021.002.040-0124.0/201]1 (dapat disambung ke bawah sehubungan

dengan derbatlasnya lebar kolom)

: Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada

tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah 'yang ada pada SPPT (NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Canteh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan
yang ada diarasnya Tanah seluas 100 m? dan bangunan 25 m? adalah
sebagian tanah atau seluas 50 m? dan keseluruhan bangunan seluas

25 m4,




Kolom 14 dan 15

Kolom 16-dan 17

Kolom 18

Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m? dan
bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m?}, maka :

- NJOP tanah seluas 50 m¢ * Rp. 100.000.000
- NJOP bangunan seluas 25 m? ¢ Rp. 50.000.000
- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3] dan besarnya

pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau
bangunan {(data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

: Diisi tanggal pembayaran (derigan angka seperti kolom 3} dan besarnya
pembayaran BPHTB.

: MenG‘Entur.nkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan

keterangaﬁ.
a. -Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.
Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan
atau tanggal penyampaian.
Contoh : -d.i301/4097/11 atau

- tanggal 10-7 - 2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah

wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah - anak
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Lampiran VI Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal ¢ 5 Maret 2012

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang
disebabkan karena BPHTB terutaﬁg menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. -

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/
Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang ‘dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar afas Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar
oleh Wajib Pajak atau étas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar

" dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapalﬁ_" Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB
terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini mglib%{ckan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD
Kurang Bayar BPH’I‘B; Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar

Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak
Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada

saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa SSPD BPHTB;
- menerbitkan STPD BPHTB,;
- menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB;
- menerbitkan SKPDB -Kurang Bayar Tambahan BPHTB.




L

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Penetapan STPD BPHTE

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan olch Wajib Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda. '

Langiah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah salah hitung,
dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB
vang tidak/kurang lbayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. f‘ungsi

Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4
Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB

yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD
BPHTB dicetak rangkap 2. -

Langkah §
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPH’I‘H (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB

yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai

dengan prosedur pemkg_ayaran BPHTB.




C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar
BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5
(lima) takun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yangrter;:antum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB
yvang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD
BPHTB yang kurang dibayar. |

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak diferbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. ‘

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian

menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang

Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang

Bayar Tambahan (embar 2). .

Langkah 6 |
Pungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang

Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7 _
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap SKPDB

Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.




Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui “Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas
setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah
Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar Tambahan dan
membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1 .
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang

Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan :
- Daftar STPD BPHTB ;
Daftar SKPD Kurang Bayar ;
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan.

- Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat

ketetapan BPHTB yang’kaka}-n mendekati jatuh tempo.

Langkah 2
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan

melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang

masih terutang.

Pendekatan persuasif, meliputi :
- Menghubungi Wajib Pajak melaiui telepon;

Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan.

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetuju, maka Fungsi
Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi

BPHTB yang masih terutang.




Langkah 4 L

i
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran
pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi

Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah S
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran {lembar i) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8 ,
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran

yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga
dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur penerbitan:
- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;
- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;
- Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan
BPHTB oleh Wajib Pajak;
- Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB
oleh Wajib Pajak;
- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh
Wajib Pajak.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 5 Maret £01¢
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Jumiah pajak yang lenntany vang masih harus dibayar : /

Teiait dibavar langgal
o Pengurangan 2B
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E Dattar SSPD BFHTE yang ﬁ'ctak/kurang dibayar ] Daflar S3PC BRHTR yang kurang dibenya:

PEMERINTAH KABUPATENKOTA ... o
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAMN KEIKAYASK DAERAH

Daftar 35PD BPHTB
vang ticaivkurang cibayar. salah tulis, salah hiung, dan kena burcaldenda

PASAH YENG KUASIH

Piitithy DN £LAMA™ W, - SANKS HARUS DIEATAR:
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“i l Caflar SSPC: BPHTE yang kurang ditayar
PEMERINTAH KABUPATENKOTA ..o
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- Daftar SSPO EPHTE
yang kurang dibayar
PR YANSG MASHE v
NARA DAN ALARAT Vo2, T SARKG SRIZS OHELA L
i o, ‘ ‘ NOMOR £ TANGGAL PENERBITAN FIALE YANG KURANG HARLS DIBATAR KETERANGAN
? STAH LTAL . AL TRA S ! =
! LETAR TANAH DANKTAL SGFD EPHTE DIBATAR (R} R {Fo.,
£
BANGUNAK, NCGP PBE. 4 -5
B - : S s e S S s SR S —
|
f
, .
| |
i |
— B e ] |
— ——— —— e e e e e U S OO |
) |




" Daftar Surat Teguran

PERIERINTAH KABUPATENKOTA ...l

DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAMN KIEIKAYAAN DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN

TAHUNM ... .. .

" NATAA DAN ALARAT VP, :
JEMIS TAHUN NOP. MO, & TANGGAL SURAT TANGGAL PAJAK YANGKURANG |  DENDA/SANKS!
. : Y TANG CITHS & . - i q- ; SENTEY
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D. BAGANALIR

Bagan Alir 1: Penetapan STPD BPHTB

Uraian Wajib Pajak Fung-i Penagihan
Prosedur
1. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTE sebelumnya, Pembava‘ran
maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah : BPHTG g
dibayarkan oleh Wajib Pajak. J
o
: |
2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang . Iil sspo spHTs
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan

kena bunga/denda.

Memenksa gajal
terutang yang tidak/
kurang dibayar, salah
3. Atas SSPD BPHTB terutang vang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salats hitung, kena
tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi L bunga/dends
Penagihan menerbitkan Daftar SSPO BPHTB yang tidak/kurang D‘M,Ts,[,'m,msymg < -
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. . tdel/eurang dibayar, k 4

33lah wulis, salah hiung,
& kena hnna:/denda

Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar-tersebut.

4. Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan
daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, satah tulis, Nknerbllk-.n
salah hitung, dan kena bunga/denda. Surat Tagihan BPHT8 el
dicetak rangkap 2.

m;r’i——]

S. Fungii Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Lembar 1 [lembar 2 -
) 1} STPDBPHTE —=B) o3op BeHTS L
6. Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHT8 (lembar 1) 1 N PP e ard
- . S| — "
kepada Wajib Pajak. J

[ Méngirimkan Surat

| Tagitian BPHTS kepada
Wajib Pajak __;

7. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas

setiap Surat Tagihan yvang telah dikirimkan kepada Wajib

Pajak. rl._e?nbar 1 3 lembar 1
; STPD BPHTB J STPD BPHTB
———

.

8. Wajib Pajak membayarkan BPHTB lerutang menurut STPD

{ ODaftar STPD
: BPHTH

BPHTB sesuai dengan prosedur pambayaran BPHTB. l_.__.__.__!.__.____‘
| Memparbaharsui dalxarJ
- ! STPD BPHTB
| roses -
i Pembayaran dan
i
i
I

! lainnya mangikuti | | -y
! prosedur 1 /
i 1

H sebalumnya |




Bagan Alir 2: Penetapan SKPD Kurang Béyar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB

Uraian

Wajib Pajak

Fungsi Penagihan

1. Berdasarkan prosedur pembayarari BPHTB sebelumnya, maka
Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
ldibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Fungsl Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar ofeh Wajib Pajak.
Fungsi Penagihan memaeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum
dalam SSPD BPHTB tersebut.

lAtas SSPD BPHTB vang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHT8 yang kurang dibayar.

3. Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang
teizh berjangka waktu S (lima) tahun semenjak diterbitkan, Fungsi
|Penagihan memeriksa nital BPHTB terutang yang tercantum dalam
ISKPD Kurang Bayar tersebut,

Atas SKPD Kurang Bayar yang maslh kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih
kurang dibayar.

4. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan {rangkap 2).

5. Fungsl Penagthan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan
[SKPD Kurang Bayar Tambahan {lembar 2.

6.' fungsi Penagihan mengirimkan SKPO Kurang Bayar (lembar 1}
dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

7. Fungsi Penagihan memperbaharul Daftar SKPD Kurang Bayar atas
setiap SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak,

8. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar
Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah
dikirimkan kepada Wajib Pajak.

5. Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
[Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran BPHTB.

( Serdasadan 5SPD J
1 calamjacgka wak
w (tenal tatun semef

Lembar 1|

SKPD Kurang

dibayar walib pa|

H

Prosedur
Pembayaran
8PHTB

Memeriksa pajak
terutang yang kurang
dibayar

]

Daftar SSPD
BPHTB yang |
kurang dibayar |

!
—— N

tMenerbitkam SKPD

] Kurang Bayar
—

Lembar 2

P

-

h 4 i SxPp
! Daftar kPO Kucacg | ) Kutang Bayar dabim
U Qayeryarg masr \1 Jargka waku S {lima)
{

tabua semerjak
drerbitkan

Ltembar 1
SKPD Kurang

Lembar 2 i
SKPD Kurang I

] Wier ginmkan Surat
SKXPD Kurang Bayar

i kepada Wajib Pajak

Lembar 1 H

Bayar |
—]

[mT—"—

SKPD Kurang
Bavar I
——
~— ]

M

iembar I

[Tembar1 + ]
] i
} %P0 Curang Bavar {—— | SKPD Kurang Rayar

Tambahan
k o
B

U™ tombaban J

Mengirimkan Surat
SKPD Kurang Bayar

kepada Wajib Pajak l, \G/

tembar 1

SKPO Lyrang Bayar

SKPD Kurang Ravar |-

Proses
Pembavyaran dan
{ainnya mengikuti
prosedur
sebelumnya

NUNNE. A—
{ Wemperbaharui
daftar SKPD Kurang

Bayar

—

i :
{ DaftarSKPD
{ Kurang Bayar

Tambahan

Memperbaharui
daftar SKPD Kurang
Bayar Tambahan

|
J




Bagan Alir 3: Penetapan Surat Teguran

Uraian

Wajib Pajak

Fungsi Penagihan

1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB/
SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi
Penagihan menyimpan: ~
- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambuhan

Dengan  menggunakan  daftar-daftar tersebut, Fungsi
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan
mendekati jatuh tempo.

1

2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan
menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

3. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
\Waijib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar
mefunasi BPHTB yang masih terutang.

4. Setelah 7 {tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
\Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan
menerbitkan Surat Teguran {rangkap 2).

S. Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran {lembar 2).

6. Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran {lembar 1)
kepada Wajib Pajak.

7. Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

8. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas
setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Prosedur Penetapan
STPD BPHTB/SKPD

v

//— - 7 Kurang Bayar/ SKPD - -,
{ Daftar STPD | Kurang Bayar Selama 7 (tujuh)
\ 8PHTB t—! Tamb‘ahan hari sejak saat jatuh
\ | tempo
N ] "
- i Y pembayaran,
/ ! meliputi:
1
[ Daftar SKPD ! Melakukan pendelfatan - Meaghubungi
[ K 8 secara persuasif H( b - N .
\ urang Bayar { | - kepada wajib pajek _] wajib pajak melalui
\ ! i telepan
— 7 —[ - Mengirimkan
Daftar SKPD i Surat .
Kurang Bayar : # Disetujui Pemberitahuan dan
\ Tambahan \ N [ Himbauan
e PR ] - 4
‘o | o -
e ]
_Permintaan penundaany. |
( pembayaran pajak k:
7., secara mengangsur 7
N .
.\,.’.
|
|
Tidak disetujui
]
Menerbitkan Surat
Teguran
tembar 1 T {FpmbacZ i)
i Lembar ! Lembar 2
Surat Teguran H
— l Surat Teguran = Surat Teguran
- iy iy
\/‘, *
'
Memperbaharui
l’_ 4
1 Daftar Surat |

i Teguran




Lampiran VII Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal : 5 Maret 2012

PROSEDUR PENQURANGAN BPHTB

/

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalarﬁ menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan
BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan
memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan
dan data terkait objek pajak. |

Pemberia_n pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah
yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang
bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai
pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah

administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB

terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan
BPHTB

- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi |

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat

Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
-  menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan
dokumen pendukung pengajuari pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB
kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi
Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
kepada Wajib Pajak. '

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan
dokumen tersebut, Fungsi Pelayangp kemudian mengajukan permintaan data terkait

objek pajak dengan menyiapkan Form Penggjuan Data.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada ‘Fungsi Pengolahan

Data & Informasi. -

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data, Fungsi
Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait 6bjek pajak dari
Database Objek Pajak. |

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data

terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang

“telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB

berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga




dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan Kketetapan atau

- kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

i
Langkah 9
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi
yang ditolakj atau Surat Keputusan Peflgurangan BPHTB (bagi vang disetujui) kepada
Wajib Pajak. |

Langkah 12
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal., & Lawret 2018

BUPAT}TAPANULI



bang Pemerintah Déarah

BEA PER

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
OLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | | embar 4

(SSPD - BPHTB ) Utk Wt Pojk

BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITARUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUM!I DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

INAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu,

3. Alamat Wajib Pajak :

? thamaWejoPaiak:] | | | [ [ [ T T T T T T T T T T T T T T T T TTTT11]
2. NPWP: I O I I I O I O A I I

I

4. Kelurahan/Desa :

5. RT/RW: 6. Kecamatan :

7. Kabupaten :

8. KodePos :

2. Letak tanah dan/atau bangunan :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : E]:] L OOt OO0 1 LT O

l

3. Kelurahan/Desa : J 4. RT/IRW:
5. Kecamatan : - 6. Kabupaten/Kota :
Penghifungan NJOP PBB :
Luas NJOP PPP Im2
Uraian (Oiisi luas {anah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB {ahun Luas x NJOP PBB /m?
. haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak / tahun .............. )
Tanah (bumi) 7. ' m® 9. |Rp. 11.|Rp.
angka 7 x angka 9
Bangunan 8. m? [10.{Rp. 12.{Rp.
[Gngka Ex angka 10_|
NJOPPBB: |13.|Rp.
angka 11 +angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : Dj 14 Harga transaksi / Nilai Pasar ’ Rp. ]
16. Nomor Sertifikat :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolshan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 11» Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2| » Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1-angka2 | 3| » Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang - 5% x angka 3 4] » Rp.
E. Jumlah Seloran berdasarkan :
D a. Penghitungan Wajib Pajak
(] b STPDBPHTB/SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
. KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : " Tanggal :
E:] ¢. Pengurangan dthitung sendiri menjadi : [:[:l % berdasarkan Peraturan BupatiNo: .
[T] d e
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) :
l Rp. -
(berdasarkan psrhilungan D4 dan pifihan di £§
________________ G e MENGETAHUI DITERIMA OLEH : Telah diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal © .oooveer i e KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Nama lengkap dan Janda 1angan Nama lengkag slemggl dan landa tangan Nama lengkap. stempel. dan landa langan Namaﬁ&aj(apglemoel, dan landa langan
Cr1 CIT 1T 1T17 CI 1173 I

DPPKKD

NOP PBB Baru :

N Dok :
Di isi oleh pstugas ' - omor Dokumen: [ 1|

(11 (0O OO OO0 000 O O




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD - BPHTB)

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2,

Uniuk PPAT/Notaris

ang Pemeriniah Dasrah BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

sebagai arsip

INAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH :
RHATIAN : Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakana lembar ini ter'ebih dahulu.

fNemaWapPeiak: [ | [ [ T [ T T [ T T T T T T 1T [ 1T IIJITIITI I
2. NPWP : L] I 1) O 171 CI I 1173 113

3. Alamat Wajib Pajak : '

4. Kelurahan/Desa o 5 RT/RW: 6. Kecamatan :

7. Kabupaten : . 8. KodaPos :

1. Nomor Objek Pajak(NoP)PBB:[_ [ ] [ 1 ) 1T 1 1 (I 11 Cr 11 CIIT 11 [

2, Letak tanah dan/atau bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 4, RTIRW:
5, Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB :
\ | _ , Luas NJOP PPP /m2 ,
Uraian - (Diisi luas tanah dan/bangunan yang {Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m
. halknva dingralehl riadinua peralahan hal / tahin \
Tanah (bumi) 7. m? (9. [Rp. 11.{Rp.
langka 7 xangks 9
Bangunan 8. m? {10. Rp. 12.|Rp.
- Iangka 8 x angka 10
IS NJOPPBB:  |13.{Rp.
. ERRERART R
/
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : Dj 414 Harga transaksi / Nilai Pasar : Bp. j
16. Nomor Sertifikat :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Rp.
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP} memperhatikan nilsi pada B.13 dan B.14 1] » Rp.
2. Nifai Perolshan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2| » Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1-angka2 | 3| » Rp.
4, Bea Perolshan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ferutang 5% x angka 3 41 » Rp.

E. Jumlah Setoran berdasarkan :
:] a. Penghitungan Wajib Pajak

] b STPDBPHTB/SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor ;

Tanggal :

[:] ¢. Pengurangan dihitung sendifi menjadi : [:L__] % berdasarkan Peraturan Bupati No :

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) :

L Re. -]

(berdasarkan perhifungan D4 dan pilihan di E)

STV (¢ RO MENGETAHUI : DITERIMA OLEH Telah diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR - PPAT/NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
' TaNGQal : coovervevrr e KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Nama lengkap dan tanda langan Mama fengkap, stempel, dan fanda fangan Nama lengkap, slempal, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan 1anda iangan
NomorDokumen: [ | ] [ [ ] L T [ 1 T 1T 17 CT 1]

di isi oleh pstugas »
DPPKKD

nopPegeae: [ 1 ] (1) LT CL 1) CLI)OCIT11 0O




Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB Hal 1

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

----------

NOMOR : ...,

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN; PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

| PERTAMA

KABUPATEN/KOTA .........

: Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas
157:) 1Y TR

NOMIOT & e e tanggal .................................
a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan :

Nomor e

Tanggal @ ...l ' -

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besamya

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang.

. Peraturan Kepala Daerah Nomor ....... Tahun ...... tentang Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan.

. Peraturan Kepala Daerah Noniot ......... Tahuin ....... tentang  Pemberian

Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ..., ENTANG
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.

: Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak permohonan pengurangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib
Pajak :

Nama Wajib Pajak  t ..o
Alamat Wajib Pajak  :........... e e




SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB Hal 2

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Letak Objek Pajak
Tahun BPHTB & oo
Atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunannya dengan :

kta/Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/
Dokumen Iamnya **) '

R e I T I L T T T T T AR

- Nomor D veeriivereinens U RRTURTRPRURO
— Tanggal § e et e e e et ey e et ee bt n e nanes
NOP O
Letak Ob_lek D it ittt ittt et et beabeaataraese e e earans e eavenean Haas {o L
Desa/Kel, C e e et e
Kecamatan ettt e, e e e
Kab./Kota L et e e et et e

: Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud. pada diktum

PERTAMA, maka besarnya BPHTB yang seharusnya-dibayar-adalah
sebagai berikut : ;

a. BPHTB Terutang S T T Rp. ...... e el
b. Besarnya Pengurangan (...................... ) Rp., i
¢. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp. e
(SEDESAT & ot FE T P Ly

: Apabila dikemudian hari ternyata tcrdé-pat kekelirnan dalam

keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

: a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak ;

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan,

Pengelola Keuangan Dan KéKayaan Daerah Kabupaten/Kota .......
Ditetapkan di ..............ocociii, C
Pada tanggal ...

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan Dan Kekayaan Daerah
Kabupaten/Kota .........coocoeiiiii. |,

.........................

) Coret yahg tidak perlu
**y  Diisi sesuali keperluan

/




Uraian 1 Wajib Pajek: Fungsi Pelayanan 7 Fungsi Pengolahan Data &+~ |
- . Informasi .

L 'Wajib Pajak meng'irim}(an Surat Mengajukan Prosedur penetapan Surat
Pongajuan Pengurangan BPHTB yang Pengurangan atas surat Tagihan Kurang Bavar / e |
dilawpiri dongan dokumen pendukung Ketotapan EPHTB Kurang Bayar Tambahnn Salinan Surat
pengajuan  pengurangan dan Salinan s Ketetapaa
Suratt Ketetapan BPHTB kepada BPHTB
Fungsi Pelayanan.
Dokumen
~ Pendulung

Slaéinm Surar
tetapan
BIHIB

2. "Fungsi Penagihan menerima
dolowmen  pengajuan  pengurangan -
BEHTB. Fungsi Penagihan kemudian r‘Dilampiri dengan Dokuraen
memberikan Tanda Terima Pengajuan dokumen Pendukung
Pengurangan BPHTB kepala Wajib pendukung Surat Pengajuan

Pajak. < pengajuan > Suraf Pengajuan " Pengurangen I #

AN

3. Fungsi Polaganan Icengusip pengurangan Pengurangan ) BPHIB
dolcwmen  pengajuan  pongwangan. BPHTB -
Berdusarkan dokumen tersebut, Fungsi ¢ Nengajukan data
elayanan  kemudian  pengzjukan : Terkait objek pajak |
armintaan data terkait objek pajalc - v Form [ Darabase
engan menyizpkan Fora Pengajuan - ’ Tanda Terima . Memberikan Tanda v Pengajvan Chijek

Terims. Pengajuan . Daja K Pajak

Pengurangen

e

Form Pengajuan
Dasta

Data. _

4 Fungsi Felavanan mengiimlan .Pensﬂjﬂaﬂ

Form Pengajuan [ata kepada Fungsi Ien_gl_;rangan
engolahan Data & Informasi. BPHTE:

& — X
Penyiapan Data

5. Fungsi Pengclahan [rata
Terkait Objek Pajak

Informagi menerimza Form Perngajuan )
Meneigah dan

Data. Flmi;i Pepgolahan. Data & )
Informssi  kemudian menarik data ' Memeriksa
' Fonn Fengajuan ¥

torkait objek pwjak dari Database ven iz

O]:-jokPajqﬂ:. "’j“%“““ “ Dafa(Terisi) |« Form Pengajuan

6. Fungsi Pongolahan Data & pengurangan Deaa (Teigi
(Terisi)

Informasi mengisikan Form Pengajuan .
Data dengan data torkait Chjek Fajal:. P e
N\, Arsip

7. Fungsi Pengolahian Data z
'ormasi mengirimban Form '
Pengajuan Data \yang telah teris) Citalak/ Disetujig
kepada Fungsi Pelayanan.
Disc;*tujui

Di,?lak

8. Fungsi Pelayanan menelash dan ~
memeriksa  penggjuan - pengurangzan - Paling Lambat 3 ¢t
BEHTB berdasarkan data Glbjak oy Menecbitkan Berita | | Menerbitiaa Berita Acara bulen seteleh sfms‘ )
ga“gleah-_thg“l;la- 2l Acara Pemeriksaan & Surat Pengajuan

. mgsi  Pelayanan mengiapkan - s c il
Berita Acara Femoriksasn dan : II: emtlmlr_sa;l;r 1 & Sumt Keputusan Pengurangan Pengurangan diterima
- Surat  Penclakan  Pengajuan "’o'“‘“’" Sogauan
Penpurangan  BPPHTB  (uituk  yang . Fengurangan
ditolalk ) atau, :
A L4

Berita Acara

Suraf Keputusan Pengurangan
BEEHTB (untuk yangz di:;etujuiF.“

/.

10. Fungsi Polayanan mengarsip Berita Surat Penclalan
Acara Pemeriksaan. . Pengrjuzn Surat Penolakan \ 4 - ¥
= . «m BPHTB ¢ Pengajuan A Berita Acara
Pengurangim Penguranzam BPHTB Eerits Acury Pemeriksasn

11. Fungsi Poelayanan menghimlan :
Sarat Penolay}:an . Pengajuan ' " Pemeriksazn Berita Acara
Penzurargaan BPHTB (bagi  yang N T
di?;t’ald atav,  Surat IF.g;}-utus:m ; Pn;sedur Surat Klepurusan . Surat Keputusan,
Pengwangar: BPHTB  (hagi = *embiayaran Penguran; P Pengurangan
di.s?t?ujui) epa.da Wajih Paiak.g yane BPHTB Ei'm_%gm ' BPHTR &
12. Wajib Pajak menerima surat -

lcotetapan  BPHTE  dan  melakukan b
pembayaran  sesuni dengan prosedur

-4

Peneriksuan

ombayaran BEHTB.




